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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR :  31  TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN PENGURUSAN  

AKTE KELAHIRAN DI KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa kepemilikan Akte kelahiran di Kabupaten Sampang 

sampai dengan bulan Desember 2013 masih mencapai 354.125  

penduduk dari jumlah wajib akte kelahiran sebanyak 885.313 

penduduk di Kabupaten Sampang; 

b. bahwa  berdasarkan  data sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, kepemilikan akte kelahiran bagi wajib akte kelahiran di 

Kabupaten Sampang masih rendah, mencapai 40 % (empat 

puluh persen); 

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sampang Nomor 

12A Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Denda 

Administrasi Kependudukan, Kepala Daerah dapat 

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

denda; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik dibidang kependudukan 

melalui momentum “Sampang Tertib Administrasi 
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Kependudukan tahun 2017”, maka perlu dilakukan kegiatan 

pelayanan percepatan kepemilikan Akte kelahiran bagi 

penduduk Kabupaten Sampang dengan membentuk Peraturan 

Bupati tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Pengurus 

Akte Kelahiran di Kabupaten Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang  Nomor. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor  80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4376); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

 

7.Peraturan..... 

 



- 3 - 

 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sam[anh Tahun 

2008 Nomor 8); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2013 Nomor 12); 

9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan 

(Berita  Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 12); 

10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12A Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Teknis Pemungutan Denda Administrasi 

Kependudukan (Berita  Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2013 Nomor 12A); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PELAKSANAAN PEMBEBASAN DENDA KETERLAMBATAN 

PENGURUSAN AKTE KELAHIRAN DI KABUPATEN SAMPANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang atau Kepala Daerah dan perangkat 

daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sampang. 

4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten Sampang yang diberi tugas 

dibidang administrasi kependudukan. 
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5. Pencatatan   Sipil   adalah   pencatatan   peristiwa   penting   yang   dialami  

oleh seseorang dalam register pencatatan sipil oleh Instansi Pelaksana. 

6. Peristiwa   Penting   adalah  kejadian   yang  dialami   oleh   seseorang   meliputi 

kelahiran, lahirmati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan 

perkawinan, pengangkatan, pengakuandan pengesahan anak, perubahan nama, 

perubahan kewarganegaraan dan peristiwa pentinglainnya. 

7. Denda Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut denda 

adalah pungutan daerah atas sanksi berupa denda administrasi kependudukan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. 

8. Wajib Denda adalah orang pribadi yang menurut peraturan perudang-undangan 

pengenaan sanksi diwajibkan membayar denda. 

9. Pembayaran Denda adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap 

orang yang kena sanksi berupa denda sesuai ketetapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk membebaskan pengenaan 

denda terhadap penduduk Kabupaten Sampang yang melakukan pencatatan 

kelahiran terlambat. 

(2) Tujuan pembebasan pengenaan denda  keterlambatan adalah: 

a. sebagai wujud pelaksanaan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pembuatan Akta Kelahiran menjadi 

tanggungjawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan 

serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa; 

b. dalam rangka pencapaian Standar pelayanan Minimal terkait percepatan 

cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sampang menuju 

Sampang tertib administrasi Tahun 2017. 
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c. melaksanakan Nota kesepahaman 8 (delapan) menteri (Menteri Dalam Negeri 

Menteri Luar Negeri, Menteri hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, 

Mendiknas, Menteri Sosial, Menteri Agama dan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak)tentang Percepatan Kepemilikan Akta 

Kelahiran 

 

BAB III 

PENCATATAN KELAHIRAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan 

syarat sebagai berikut: 

a. Mengisi Formulir permohonan penerbitan Akta Kelahiran 

b. Surat Keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 

c. Nama dan identitas saksi kelahiran; 

d. Foto Copy KK Orang tua dan menunjukkan aslinya; 

e. Foto Copy KTP orang tua dan menunjukkan aslinya; 

f. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua dan menunjukkan 

aslinya; 

g. Surat Keterangan kelahiran dari Desa/Kelurahan bagi pencatatan pelaporan 

yang melampaui batas waktu. 

h. Permohonan pembebasan denda kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Kecamatan. 

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta Nikah/akta 

perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan  

kelahiran tetap dilaksanakan. 

(3) Pengajuan pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban diterima atau ditolak 

paling lama 3 (tiga) hari. 

(4) Pelaksanaan pembebasan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

BAB IV..... 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sampang. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

 

     Ditetapkan di :   Sampang 

     pada tanggal  :   22 Juli  2014   

  

BUPATI  SAMPANG, 

 

 

A. FANNAN HASIB 

 

Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal   :   22 Juli    2014 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 
Pembina Tingkat I 

NIP.  19610114 198603 1 008 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 31 


